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PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap
kebersihan dan ketertiban umum di kota Kediri adalah Pedagang Kaki Lima
(PKL). Kota merupakan pusat dari kegiatan masyarakat. Banyak faktor yang
melatarbelakangi maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL). Sebagian besar
masyarakat menganggap kota sebagai tempat yang menjanjikan dalam hal
mencari mata pencaharian. Hal inilah yang kemudian menyebabkan semakin
besarnya tingkat urbanisasi. Akan tetapi modernisasi telah mengubah berbagai
pekerjaan yang semula menggunakan sumber daya manusia diubah dengan
penggunaan tenaga mesin. Hal ini membuat peluang kerja yang ada di
perkotaan menjadi semakin sempit, sempitnya peluang kerja di perkotaan
menimbulkan tingginya persaingan untuk memasuki lapangan pekerjaan.
Sementara itu sebagian besar penduduk desa yang melakukan urbanisasi
adalah kelompok orang yang hanya berbekal harapan tanpa disertai dengan
keahlian, sehingga sesampainya di kota mereka tidak akan sanggup untuk
memenuhi tuntutan persyaratan kerja di kota. Akibatnya penduduk desa yang
tidak dibekali dengan keahlian dan pendidikan yang cukup tersebut akan

melakukan apa saja yang dapat dipergunakan untuk dapat bertahan hidup,



salah satunya adalah dengan cara menggeluti sektor informal yakni menjadi
PKL.!

Bermula dari pedagang keliling yang memasarkan dagangannya ke
berbagai tempat yang ramai. Biasanya, para pedagang yang berpindah-pindah
membawa kain besar segi empat ke mana dia pergi, setelah menemukan
tempat yang dianggap layak untuk menjual barang dagangannya, kain besar
itu dikembangkan. Keempat sudutnya diikat dan dihubungkan dengan tongkat
sebagai tiang dan di bagian tengahnya ditopang dengan galah bambu. Jadilah
empat sudut dan satu tiang penyangga menjadi lima.> Sehingga, pedagang dan
pembeli berlindung di bawah tenda berkaki lima. Lama-lama, popularlah
sebutan kepada pedagang tidak tetap yang berada di tanah lapang atau pinggir
jalan itu sebagai pedagang kaki lima. Di kota Kediri tidak sedikit pedagang
yang datang dari luar kota bahkan luar jawa seperti dari kota Manado,
Madura, Garut Jawa Barat, Bandung dan masih banyak lagi.

Biasanya pedagang berpindah yang sering berada di bawah tenda kaki
lima adalah penjual makanan dan minuman kecil, jajan tradisional, mainan
anak-anak, kebutuhan sehari-hari dan sebagainya. Juga, pada umumnya yang
dijual harganya “miring”, lebih murah dibanding yang dijual di toko. Tidak

jarang barang yang dijual di pinggir jalan dan emperan itu berkualitas rendah.

! Eka Evita et, all,. Jurnal Administrasi Publik (JAP), (Malang: Vol. 1 No. 5, 2008),
hal. 943-952
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Barang-barang bekas, rombeng atau loak. Bahkan di masa kini, adalah barang
ilegal dan bajakan.?

Ada juga yang menerjemahkan PKL itu sebagai pedagang keliling
yang menggunakan gerobak dorong (rombong). Rombong ini biasanya
mempunyai roda tiga, satu di depan, dua di samping Kiri dan kanan, lalu dua
kaki pengganjal di bagian belakang bila berhenti. Dua kaki di bagian
belakang, ada juga yang mengartikan kaki pedagang yang mendorongnya
apabila sedang berjalan. Sehingga pedagang yang menggunakan gerobak
dorong ini disebut PKL.* Kehadiran para PKL ini, umumnya dilakukan oleh
pedagang bermodal kecil mereka berjualan bukan untuk mencari kaya, tetapi
sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari guna mengganjal perut. Sekedar
untuk menghidupi keluarganya agar terbebas dari kemiskinan. Mereka tidak
punya modal besar untuk membeli stan dan kios di pasar atau membeli toko
yang permanen.’

Keberadaan PKL di desa-desa biasanya pada hari-hari pasar. Namun
di kota-kota umumnya rutin setiap hari. Ada PKL permanen dan ada pula
yang tidak. PKL permanen menempati lahan tetap di tanah lapang, tanah
kosong atau pinggir jalan yang tidak mengganggu kelancaran lalulintas.
Sedangkan yang tidak permanen, hanya pada waktu-waktu tertentu. Tidak
jarang, bahkan menutup jalan raya sama sekali di sore hingga malam hari. Di

desa-desa atau kota kecil peranan PKL tidak pernah menjadi masalah. Namun

* Ibid.,

* Ibid.,

> Jawahir Thontowi, Islam Politik dan Hukum, (Yogyakarta: Madyan Pres, 2002),
hal. 109



di kota-kota besar selalu menjadi problema. Tidak saja PKL itu dianggap
sebagai pengganggu kelancaran lalulintas kalau PKL itu berada di pinggir
jalan raya, tetapi juga dianggap sebagai tempat bersarangnya “multi
permasalahan”. Artinya, PKL itu membuat keresahan apabila mereka dengan
seenaknya menempati halaman dan trotoar di depan rumah atau toko. Jika
semula lahan dengan bangunan itu hanya khusus untuk berjualan, lama
kelamaan berubah menjadi tempat tinggal. Kegiatan PKL menggangu
ketertiban umum misalnya mereka berjualan di area trotoar, diarea instansi,
area pasar dan masih banyak lagi yang merupakan fasilitas umum sehingga
menghalangi pejalan kaki yang hendak menggunakan trotoar dan juga mereka
berjualan di area badan jalan sehingga para pengendara mobil, sepeda motor
dan pejalan kaki merasa terganggu dengan kegiatan mereka sehingga terjadi
kemacetan lalu lintas. Masalah yang ditimbulkan oleh PKL diberbagai kota
biasanya hampir sama seperti masalah kemacetan, kebersihan serta keindahan
kota. Hal ini disebabkan karena PKL terkadang cenderung berdagang di
tempat yang tidak diizinkan untuk berdagang atau bahkan mereka berjualan
tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam Islam telah mengajarkan
kepada kita semua tentang bagaimana membangun sebuah tatanan kehidupan
baik itu dalam segi ekonomi, sosial maupun politik yang dibenarkan dalam
syara’, sehingga tidak mengganggu hak-hak orang lain yang dapat

menimbulkan kemudharatan bagi sesama manusia.



Tatanan dalam segi ekonomi sering kali disebut dengan Muamalah.®
Kelompok PKL sebagai bagian dari kelompok usaha kecil adalah kelompok
usaha yang tak terpisahkan dari aset pembangunan nasional yang berbasis
kerakyatan, jelas merupakan bagian integral dunia usaha nasional yang
mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam turut
mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan
pembangunan ekonomi pada khususnya. Mengingat manfaat yang diberikan
sektor informal dalam mengatasi kebutuhan masyarakat ekonomi menengah
ke bawah. Maka dibutuhkan ruang-ruang yang dapat mewadai interaksi antara
pedagang dan pembeli, dimana pembeli dengan santai membeli barang
dagangan PKL tanpa meresahkan atau terganggu laju kendaraan yang
melintas.”

Pedagang kaki lima ini timbul dari adanya suatu kondisi
pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata di seluruh
Negara Indonesia ini. PKL ini timbul dari akibat tidak tersedianya lapangan
pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam
berproduksi. Pemerintah sebenarnya memiliki tanggung jawab besar dalam
melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan, bidang perekonomian dan
penyediaan lapangan pekerjaan. Pedagang kaki lima merupakan imbas dari
semakin banyaknya jumlah rakyat miskin di Indonesia. Mereka berdagang

hanya karena tidak ada pilihan lain, mereka tidak memiliki kemampuan

® Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian,
Ekonomi, Bisnis, dan Sosial, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hal. 4

7 Ibid., hal. 115



pendidikan yang memadai dan tidak memiliki tingkat pendapatan ekonomi
yang baik dan tidak adanya lapangan pekerjaan yang tersedia untuk mereka.
Untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan membiayai kehidupan
keluarga, ia harus berdagang di kaki lima.

Permasalahan kota dan ruang publiknya tak lepas dari masalah
pedagang kaki lima yang suka mangkal berjualan di sekitaran atau bahkan di
dalam ruang publik itu sendiri. Ruang publik yang "hanya sekedar jadi" dan
kemudian ditinggalkan hingga kumuh merupakan cerminan bahwa banyak
sekali masalah mengenai ruang publik di kota. Penertiban selalu di lakukan
oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk meniadakan pedagang kaki
lima (PKL) di ruang-ruang publik. Namanya orang mencari makan, meski
dilarang pun akan dilanggar juga. "Ladang" uang mereka ada di keramaian
orang, salah satu tempat ramainya orang yaitu di ruang-ruang publik.

Kebiasaan buruk PKL di Kota Kediri yakni pertama menguasai badan
jalan dan trotoar, membuang sampah sembarangan, selalu merasa dirinya
orang kecil dan minta dimaklumi, merugikan pemilik toko resmi di banyak
tempat di kota Kediri Di kota Kediri terdapat banyak PKL yang menimbulkan
keresahan beberapa contoh untuk aktifitas pkl yang peneliti rasa kurang
kondusif seperti Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Hos Cokroaminoto yang perlu
diteliti mengenai implementasi peraturan yang dibuat oleh Walikota apakah
sudah maslahat bagi masyarakat atau malah mudarat. Dilatarbelakangi adanya
Perda Jatim Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan

Pedagang Kaki Lima, maka Bapak Abdullah Abu Bakar selaku Walikota kota



Kediri telah mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 37 Tahun
2015 yang menjadi landasan peneliti untuk meneliti problematika PKL di kota
Kediri. Dari penjelasan diatas maka peneliti mengangkat judul Penataan
Pedagang Kaki Lima Di Kota Kediri Berdasarkan Perwali Nomor 37 Tahun
2015 dan Hukum Islam.
B. Fokus Penelitian
Fokus penelitian bertujuan membatasi masalah yang dibahas dengan
penelitian. Menurut Creswell fokus penelitian adalah suatu konsep atau suatu
proses yang dieksplorasi secara mendalam dalam penelitian kualitatif. Fokus
penelitian ini sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yaitu menjawab
pertanyaan mengenai Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Kediri
Berdasarkan Perwali No 37 Tahun 2015 dan Hukum Islam dengan berfokus
pada larangan tempat dan jam bertransaksi dengan PKL.
1. Bagaimana Implementasi Perwali Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penataan
Pedagang Kaki Lima di Kota Kediri?
2. Bagaimana Hukum Islam Tentang Implementasi Perwali Nomor 37 Tahun
2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima?
C. Tujuan Penelitian
Dalam penelitian ini terkandung maksud dan tujuan sebagai berikut:
1. Menganalisis Implementasi Perwali Nomor 37 Tahun 2015 Tentang
Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Kediri.
2. Menganalisis Hukum Islam Tentang Implementasi Perwali Nomor 37

Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.



D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini diharapkan untuk:
1. Manfaat Teoritis
Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah dan
perbendaharaan ilmu bagi civitas akademik pendidikan khususnya tentang
praktek jual beli
2. Manfaat Praktis
a. Pemerintah dan Aparat Berwenang
Manfaat penelitian ini bagi pemerintah dan aparat yang
berwenang adalah agar pemerintah dapat bertindak sesuai dengan
peraturan yang berlaku dan tidak terjadi kesalahfahaman antara
Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan yang dilarang berjualan oleh
pemerintah dengan aparat berwenang, serta diharapkan menjadi bahan
evaluasi bagi implementasi Peraturan Walikota yang berkaitan dengan
Pedagang Kaki Lima (PKL) khususnya di Kota Kediri.
b. Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL)
Memberikan saran dan masukan bagi para Pedagang Kaki Lima
(PKL) di kawasan yang dilarang berjualan di Kota Kediri khususnya
dalam hal praktek jual beli yang bukan hanya sesuai dengan syari’at
Islam tetapi juga sesuai dengan peraturan Pemerintah Kota Kediri.

c. Bagi Masyarakat



Diharapkan penelitian ini sanggup memberikan tambahan
informasi yang lengkap mengenai bagaimana praktik jual beli para
Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan yang dilarang berjualan di Kota
Kediri, sehingga masyarakat tergerak untuk meningkatkan pertumbuhan
dan perkembangan perekonomian serta menyadarkan akan pentingnya
ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan.

d. Peneliti Selanjutnya

Menambah wawasan mengenai implementasi peraturan
pemerintah serta praktik beroperasional PKL di kawasan yang dilarang
olen pemerintah Kota Kediri dan memperluas pengetahuan dalam
wilayah kerja atau bisnis yang sesuai dengan syari’at Islam bagi peneliti
selanjutnya.

E. Penegasan lIstilah
Penggunaan istilah sering menimbulkan beberapa penafsiran yang
saling berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini tidak jarang pula
menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami suatu
permasalahan yang tidak diinginkan.Sesuai dengan judul skripsi yaitu
“Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Kediri Berdasarkan Perwali No 37
Tahun 2015 dan Hukum Islam”. Maka perlu dijelaskan maksud dan pengertian
istilah yang terdapat dalam judul skripsi tersebut, antara lain:
1. Konseptual
a. Penataan Pedagang Kaki Lima: Tatacara menata pedagang kaki lima atau

disingkat PKL yakni penjual dagangan yang melakukan kegiatan
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komersial di atas daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang (seharusnya)
diperuntukkan untuk pejalan kaki (pedestrian).®

b. Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2015: Suatu bentuk peraturan yang
dibuat oleh walikota,” dimana perwali ini mengatur mengenai petunjuk
pelaksanaan Perda Jatim Nomor 7 Tahun 2014 tentang penataan dan
pemberdayaan PKL. Dalam perwali ini peneliti akan membatasi yakni
membahas mengenai pasal 12 ayat 2 yang berisi mengenai larangan
tempat bertransaksi PKL.

c. Hukum Islam: Hukum Islam disebut juga syari’at Islam adalah jalan
yang dilalui manusia untuk menuju Allah.’® syari’at Islam mengatur
seluruh sendi kehidupan umat Islam.

2. Operasional
Dalam penelitian ini sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian
yaitu menjawab pertanyaan penelitian tentang penataan pedagang kaki lima

di kota kediri berdasarkan perwali no 37 tahun 2015 dan hukum islam.

F. Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan atau sering juga dipakai istilah sistematika
penyajian, dalam penulisan skripsi ini bersifat kualitatif yakni berisi sajian
tentang sistematika pikir yang diterapkan oleh peneliti dalam rangka menyusun
dan merumuskan hasil penelitiannya dalam bentuk skripsi. Agar dalam

penulisan skripsi ini dapat memberikan gambaran uraian yang sistematis, maka

® Kamisa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya: Cv Cahaya Agung, 2013),
hal. 43

® Ibid., hal. 44

" Ibid., hal. 25
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sistematika penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) Bab yang disusun sebagai

berikut:

BAB | Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang
masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
penegasan istilah, sistematika pembahasan.

BAB Il Tinjauan Pustaka dalam bab ini diuraikan kajian pustaka tentang
Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Kediri, Penataan Pedagang
Kaki Lima di Kota Kediri Berdasarkan Perwali No 37 Tahun 2015,
Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Kediri Hukum Islam dan
penelitian terdahulu.

BAB 11l Metodologi dan analisis penelitian dalam bab ini meliputi jenis dsn
pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, jenis dan
sumber data, tehnik pengumpulan data, analisa data, teknik
pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap pemilihan.

BAB IV Merupakan Paparan Hasil Penelitian, terdiri dari paparan data, temuan
penelitian.

BAB V Merupakan pembahasan dari penelitian.

BAB VI Penutup, berisikan kesimpulan dan saran setelah penelitian.





